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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG

Menimbang:

Mengingat

a.

1.

BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara  Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus, masih belum memenuhi
perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Jombang, sehingga perlu disesuaikan;

untuk bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan
Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
yang Bersifat Khusus dalam Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 (Lembaran Negaran Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor
15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 3/D);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 17 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 10 ditambah 2 ayat yaitu ayat (4) dan
ayat (5) Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang
Bersifat Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2021 Nomor 17/E), sehingga secara keseluruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

(1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus
menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Verifikator
untuk melakukan evaluasi dengan tembusan kepada
PPKD.

(2) Apabila penerima bantuan yang bersifat khusus belum
menyelesaikan pekerjaannya pada tahun berjalan karena
bantuan yang disalurkan dan diterima pada akhir tahun,
maka wajib menyampaikan laporan kepada Camat
dengan tembusan Perangkat Daerah verifikator untuk
kemudian menjadi SiLPA.

(3) SiLPA kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dianggarkan dalam APBDes tahun berikutnya
sesuai dengan peruntukannya.

(4) Apabila penerima bantuan yang bersifat khusus sudah
menyelesaikan pekerjaannya dan terdapat SiLPA yang
berasal dari sisa lebih anggaran kegiatan, wajib
dianggarkan kembali dalam APBDes tahun berikutnya.

(5) Penggunaan SiLPA sebagaimana pada ayat (4) dibahas
dan disepakati melalui musyawarah desa sesuai
kewenangan desa.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 115/E

' Opé M bista

NIP. 19690605 200312 2 009

D:\HUKUM 1\HUKUM I\PERATURAN BUPATI\PERATURAN BUPATI 2023 \Perubahan Perbup 17 TH 2021 Perbup BK Khusus.doc



